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Penelitian ini dilatarbelakangi oleh perubahan pola pengasuhan
anak setelah perceraian orang tua, khususnya bagi anak yang
tinggal di lingkungan pondok pesantren. Perceraian tidak
menghapus tanggung jawab orang tua terhadap anak, tetapi
dapat mengubah pola pemenuhan kebutuhan, komunikasi, dan
pendampingan. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pola
kafalah anak pascaperceraian antara orang tua dan Pondok
Pesantren Nurul Qarnain serta mengkajinya berdasarkan
perspektif =~ Maqasid Syariah. Penelitian  menggunakan
pendekatan kualitatif dengan jenis studi kasus. Data diperoleh
melalui wawancara, observasi, dan dokumentasi, kemudian
dianalisis melalui reduksi data, penyajian data, dan penarikan
kesimpulan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa tanggung
jawab terhadap anak dilaksanakan melalui keterlibatan orang
tua dan pesantren sesuai kedudukan masing-masing. Orang tua
berupaya memenuhi kebutuhan material, biaya pendidikan,
perlengkapan pribadi, serta memberikan perhatian, nasihat,
komunikasi, dan motivasi. Sementara itu, pesantren berperan
dalam pendidikan, pengawasan, pembinaan keagamaan,
pendampingan, dan dukungan sosial selama anak berada di
lingkungan pesantren. Dalam perspektif Maqasid Syariah, pola
tersebut berkaitan dengan perlindungan keturunan (hifz al-
nasl), jiwa (hifz al-nafs), akal (hifz al-‘aql), dan harta (hifz al-
mal). Meskipun demikian, keterbatasan ekonomi, keterlambatan
pemenuhan kebutuhan, serta kondisi emosional dan penurunan
konsentrasi belajar masih menjadi tantangan. Penelitian ini
menyimpulkan bahwa pesantren berperan sebagai lingkungan
pendukung, bukan pengganti tanggung jawab orang tua.
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Pendahuluan

Keluarga merupakan lingkungan pertama bagi anak untuk memperoleh pengasuhan,

pendidikan, perlindungan, kasih sayang, dan pembentukan karakter. Pemenuhan kebutuhan anak

tidak hanya berkaitan dengan aspek material, seperti makanan, pakaian, tempat tinggal, dan biaya

pendidikan, tetapi juga mencakup kebutuhan nonmaterial berupa perhatian, pendampingan,

komunikasi, serta perlindungan emosional. Oleh karena itu, tanggung jawab orang tua terhadap anak

merupakan tanggung jawab yang bersifat berkelanjutan dan tidak terbatas pada pemenuhan

kebutuhan ekonomi semata. Dalam perspektif hukum keluarga, hubungan antara orang tua dan anak
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tetap memiliki konsekuensi tanggung jawab meskipun hubungan perkawinan telah berakhir (Asyhadie
dkk., 2022; Manan, 2022).

Dalam perspektif hukum Islam, pemeliharaan anak berkaitan dengan konsep hadhanah, yaitu
pemeliharaan dan pengasuhan anak yang belum mampu mengurus kepentingannya sendiri.
Pembahasan hadhanah menempatkan kepentingan dan kemaslahatan anak sebagai pertimbangan
penting dalam pelaksanaan pengasuhan. Meskipun hubungan perkawinan antara ayah dan ibu
berakhir karena perceraian, hubungan orang tua dengan anak tetap berlangsung. Dengan demikian,
perceraian tidak dapat dijadikan alasan untuk mengabaikan kewajiban pemeliharaan, pendidikan, dan
perlindungan terhadap anak (Al-Jaziri, 1996; Al-Syirbini, 1994).

Persoalan pascaperceraian menjadi lebih kompleks ketika anak tinggal di lingkungan pondok
pesantren. Perubahan tempat tinggal menyebabkan sebagian aktivitas pendidikan, pengawasan,
pembinaan, dan pendampingan anak berlangsung di luar lingkungan keluarga. Dalam keadaan
tersebut, pesantren tidak hanya menjadi lembaga pendidikan keagamaan, tetapi juga menjadi
lingkungan sosial tempat anak menjalani kehidupan sehari-hari. Keberadaan pesantren dapat
memberikan dukungan terhadap kebutuhan pendidikan dan pembinaan anak, tetapi tidak serta-merta
menghapus tanggung jawab orang tua. Peran pengurus pesantren dalam membentuk kedisiplinan dan
resiliensi santri juga menunjukkan pentingnya lingkungan pendidikan dalam mendukung
perkembangan anak (A'yun & Uzra, 2025; Amrizal dkk., 2022).

Dalam penelitian ini, istilah kafalah anak digunakan untuk menjelaskan tanggung jawab dalam
menjamin pemeliharaan, perlindungan, pendidikan, pendampingan, dan Kkesejahteraan anak.
Penggunaan istilah tersebut berangkat dari makna dasar kafalah sebagai penanggungan atau
pemeliharaan. Namun, konsep ini perlu dibedakan dari kafalah dalam fikih muamalah yang secara
khusus membahas akad penjaminan terhadap hak atau kewajiban tertentu. Dengan demikian, kafalah
anak dalam penelitian ini merupakan kerangka analisis untuk melihat pembagian pelaksanaan
tanggung jawab antara orang tua dan pesantren, bukan klaim bahwa keduanya memiliki kedudukan
hukum yang sama (Ibn Manzur, t.t.; Al-Juwaini, 1997).

Persoalan tersebut relevan dikaji melalui Maqasid Syariah. Maqgasid Syariah menempatkan
kemaslahatan manusia sebagai tujuan utama pemberlakuan hukum Islam. Al-Ghazali menjelaskan
bahwa kemaslahatan berkaitan dengan perlindungan terhadap lima unsur pokok kehidupan manusia.
Pemikiran tersebut kemudian dikembangkan secara sistematis oleh al-Syatibi melalui konsep al-
kulliyyat al-khams, yaitu perlindungan agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta (Al-Ghazali, 1993; Al-
Syatibi, 1997). Konsep tersebut memberikan landasan untuk menilai apakah pembagian tanggung
jawab antara orang tua dan pesantren telah mendukung kebutuhan serta kepentingan anak.

Sejumlah penelitian terdahulu telah membahas pemenuhan hak anak setelah perceraian,
tanggung jawab nafkah, dan perlindungan anak. Agustina (2023) mengkaji pemenuhan hak anak
melalui hubungan pascaperceraian. Gitowardojo dan Widagdo (2022) membahas hak anak untuk
bertemu dengan orang tuanya setelah perceraian. Sementara itu, Sariati dkk. (2022) mengkaji

tanggung jawab orang tua terhadap anak setelah perceraian berdasarkan putusan pengadilan. Kajian
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lain juga membahas perlindungan dan pemeliharaan anak pascaperceraian berdasarkan hukum Islam
dan peraturan perundang-undangan (Khairina & Farkhani, 2023; Nazmi & Syofyan, 2023).

Penelitian lain yang berkaitan dengan kehidupan pesantren membahas pembinaan akhlak,
pembentukan karakter, serta dampak perceraian orang tua terhadap motivasi dan prestasi santri
(Afharrozi, 2024; Amrizal dkk., 2022; A’yun & Uzra, 2025). Penelitian-penelitian tersebut memberikan
landasan penting untuk memahami hubungan antara kondisi keluarga, pendidikan, dan perkembangan
anak.

Namun, penelitian ini memiliki fokus yang berbeda, yakni mengkaji praktik pembagian
tanggung jawab antara orang tua dan pesantren dalam kehidupan santri yang orang tuanya telah
bercerai. Fokus tersebut mencakup pemenuhan kebutuhan material, perhatian emosional,
keberlanjutan pendidikan, pembinaan keagamaan, dan pendampingan selama anak tinggal di
pesantren.

Berdasarkan uraian tersebut, penelitian ini diarahkan untuk menjawab dua persoalan.
Pertama, bagaimana pola kafalah anak pascaperceraian antara orang tua dan Pondok Pesantren Nurul
Qarnain? Kedua, bagaimana pola tersebut ditinjau dari perspektif Maqasid Syariah?

Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan jenis penelitian studi kasus.
Pendekatan kualitatif digunakan untuk memahami fenomena pembagian tanggung jawab terhadap
anak pascaperceraian berdasarkan pengalaman dan keterangan para pihak yang terlibat. Studi kasus
dipilih karena penelitian berfokus pada praktik kafalah anak di Pondok Pesantren Nurul Qarnain
sebagai lokasi penelitian. Pendekatan tersebut sesuai dengan karakter penelitian yang berupaya
memahami fenomena sosial secara mendalam berdasarkan konteks kehidupan informan (Moleong,
2018; Sugiyono, 2021).

Data penelitian diperoleh melalui wawancara, observasi, dan dokumentasi. Informan
penelitian berjumlah dua belas orang, yang terdiri atas tiga ayah, tiga ibu, tiga santri, dan tiga pihak
pesantren. Pemilihan informan tersebut dimaksudkan untuk memperoleh keterangan dari pihak-pihak
yang memiliki keterlibatan langsung dalam pelaksanaan tanggung jawab terhadap anak
pascaperceraian.

Data yang terkumpul dianalisis melalui tahapan reduksi data, penyajian data, dan penarikan
kesimpulan. Tahapan tersebut digunakan untuk mengelompokkan informasi berdasarkan bentuk
tanggung jawab orang tua, peran pesantren, kondisi anak, serta keterkaitannya dengan prinsip
Maqasid Syariah. Keabsahan data diperiksa melalui triangulasi sumber, teknik, dan waktu serta
pemeriksaan kembali terhadap informasi yang diperoleh dari informan (Moleong, 2018; Sugiyono,
2021).

Analisis normatif dilakukan dengan menggunakan konsep kafalah, tanggung jawab orang tua
terhadap anak, serta prinsip Maqasid Syariah. Analisis maqasid difokuskan pada empat aspek yang
memiliki keterkaitan langsung dengan temuan penelitian, yaitu hifz al-nasl, hifz al-nafs, hifz al-‘aql, dan
hifz al-mal.

Hasil dan Pembahasan
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1. Pola Kafalah Anak Pascaperceraian antara Orang Tua dan Pesantren

Hasil penelitian menunjukkan bahwa perceraian orang tua tidak menghilangkan keterlibatan
mereka dalam kehidupan anak. Meskipun hubungan perkawinan telah berakhir, orang tua tetap
berupaya memenuhi kebutuhan anak melalui bentuk tanggung jawab yang berbeda sesuai dengan
kondisi keluarga masing-masing. Tanggung jawab tersebut mencakup pemenuhan kebutuhan material,
biaya pendidikan, perlengkapan pribadi, perhatian, komunikasi, nasihat, dan motivasi.

Temuan penelitian memperlihatkan bahwa ayah berupaya memenuhi biaya pendidikan dan
kebutuhan pesantren sesuai dengan kemampuan ekonominya. Selain itu, ayah juga memberikan
nasihat dan motivasi kepada anak. Sementara itu, ibu turut memenuhi kebutuhan sehari-hari,
menyediakan perlengkapan sekolah, memberikan uang saku, serta memberikan perhatian dan
dukungan emosional. Dalam kondisi tertentu, ibu juga berupaya memenuhi kebutuhan mendesak
ketika pemberian biaya dari ayah mengalami keterlambatan.

Pembagian tanggung jawab tersebut menunjukkan bahwa pelaksanaan kafalah tidak selalu
berlangsung dalam bentuk yang sama pada setiap keluarga. Perbedaan kondisi ekonomi dan hubungan
antara orang tua dengan anak turut memengaruhi bentuk keterlibatan masing-masing pihak. Oleh
karena itu, pembagian peran ayah dan ibu dalam penelitian ini perlu dipahami sebagai gambaran dari
keluarga yang diteliti, bukan sebagai ketentuan umum bahwa pemenuhan kebutuhan material selalu
menjadi tugas ayah dan kebutuhan emosional selalu menjadi tugas ibu.

Dalam hukum keluarga Islam, tanggung jawab orang tua terhadap anak tetap menjadi bagian
penting setelah perceraian. Pembahasan mengenai hadhanah dan nafkah anak menunjukkan bahwa
kepentingan anak tidak boleh diabaikan hanya karena hubungan perkawinan orang tua telah berakhir.
Anak tetap membutuhkan pemeliharaan, pendidikan, perlindungan, dan pemenuhan kebutuhan hidup
secara berkelanjutan (Al-Jaziri, 1996; Al-Syirbini, 1994; Manan, 2022).

Kajian mengenai tanggung jawab orang tua terhadap anak setelah perceraian juga
menunjukkan bahwa pemenuhan hak anak merupakan persoalan yang perlu diperhatikan dalam
pelaksanaan hukum keluarga. Hak anak untuk memperoleh dukungan dan tetap menjalin hubungan
dengan kedua orang tuanya menjadi bagian dari perlindungan kepentingan anak pascaperceraian
(Gitowardojo & Widagdo, 2022; Sariati dkk., 2022).

Temuan penelitian juga menunjukkan bahwa pesantren memiliki peran dalam mendukung
pelaksanaan kafalah anak. Peran tersebut tampak melalui pendidikan, pengawasan, pembinaan
keagamaan, pendampingan, serta perhatian terhadap perubahan perilaku dan kondisi santri. Pengurus
pesantren mengamati kondisi santri dan memberikan perhatian ketika ditemukan perubahan perilaku,
penurunan konsentrasi belajar, atau kesulitan dalam mengikuti kegiatan pendidikan.

Dengan demikian, pola kafalah anak di Pondok Pesantren Nurul Qarnain memperlihatkan
adanya keterlibatan dua lingkungan, yaitu keluarga dan pesantren. Orang tua tetap menjalankan
tanggung jawab berdasarkan kedudukannya sebagai ayah dan ibu, sedangkan pesantren memberikan
dukungan sesuai fungsi kelembagaannya. Hubungan keduanya bersifat saling melengkapi, bukan

saling menggantikan.

2. Pesantren sebagai Lingkungan Pendukung Pengasuhan Anak
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Keberadaan pesantren dalam kehidupan anak pascaperceraian memiliki arti penting karena
anak menjalani sebagian besar aktivitas sehari-hari di lingkungan tersebut. Pesantren menyediakan
pendidikan, pembinaan keagamaan, pengawasan, serta interaksi sosial yang dapat membantu
perkembangan anak. Dalam konteks ini, pesantren menjalankan fungsi pendampingan yang berkaitan
dengan kebutuhan anak selama berada di lingkungan pendidikan.

Hasil wawancara menunjukkan bahwa sebagian santri yang mengalami perceraian orang tua
memperlihatkan perubahan kondisi emosional dan perilaku. Beberapa di antaranya mengalami
kesedihan, kebingungan, rasa malu, penurunan motivasi, serta kesulitan berkonsentrasi dalam
kegiatan pembelajaran. Pengurus pesantren juga mengamati adanya santri yang tampak kurang
merespons ketika mengikuti pembelajaran atau menerima tugas.

Temuan tersebut memiliki keterkaitan dengan penelitian Afharrozi (2024), yang membahas
dampak perceraian orang tua terhadap motivasi dan prestasi santri di pondok pesantren. Meskipun
demikian, temuan penelitian ini tetap harus dipahami berdasarkan pengalaman informan di Pondok
Pesantren Nurul Qarnain dan tidak dapat digeneralisasikan kepada seluruh santri yang mengalami
perceraian orang tua.

Pesantren memberikan dukungan melalui kegiatan mengaji, zikir, interaksi dengan teman
sebaya, dan pendampingan oleh pengurus. Berdasarkan keterangan informan, kegiatan tersebut
membantu sebagian santri menjalani proses adaptasi secara bertahap. Lingkungan sosial dan
keagamaan pesantren menjadi salah satu sumber dukungan bagi anak ketika menghadapi perubahan
dalam kehidupan keluarga.

Peran tersebut sejalan dengan kajian mengenai pembinaan akhlak di pesantren yang
menempatkan pengelolaan pendidikan dan pembinaan sebagai bagian dari pembentukan perilaku
santri (Amrizal dkk., 2022). Selain itu, pembentukan kedisiplinan dan resiliensi santri juga berkaitan
dengan peran pengurus pesantren dalam menciptakan lingkungan pendidikan yang mendukung
perkembangan santri (A'yun & Uzra, 2025).

Meskipun demikian, peran pesantren tetap memiliki batas. Pesantren dapat memberikan
pendidikan, pengawasan, pendampingan, dan dukungan sosial selama anak berada di lingkungannya,
tetapi tidak menggantikan tanggung jawab orang tua dalam memenuhi kebutuhan anak. Hubungan
antara pesantren dan orang tua perlu dijaga agar perkembangan pendidikan, kondisi perilaku, dan
kebutuhan anak dapat diketahui secara berkelanjutan.

3. Tantangan Pelaksanaan Kafalah Anak Pascaperceraian

Pelaksanaan Kkafalah anak pascaperceraian di Pondok Pesantren Nurul Qarnain masih
menghadapi sejumlah kendala. Salah satu kendala yang ditemukan adalah keterbatasan ekonomi
keluarga. Kondisi pekerjaan dan kemampuan ekonomi orang tua memengaruhi Kkelancaran
pemenuhan kebutuhan anak, terutama biaya pendidikan dan kebutuhan sehari-hari.

Keterlambatan pemberian biaya dari orang tua dapat menyebabkan kebutuhan tertentu tidak
terpenuhi tepat waktu. Dalam kondisi demikian, pihak ibu terkadang berupaya memenuhi kebutuhan

yang mendesak. Temuan ini memperlihatkan bahwa pembagian tanggung jawab antara ayah dan ibu
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tidak selalu berjalan secara teratur, melainkan dipengaruhi oleh keadaan ekonomi dan hubungan
keluarga.

Persoalan tersebut berkaitan dengan kajian mengenai nafkah anak akibat perceraian yang
menunjukkan pentingnya tanggung jawab orang tua dalam menjamin pemenuhan kebutuhan anak.
Penelitian Azis dkk. (2021) membahas tanggung jawab nafkah anak akibat perceraian, sedangkan
Sariati dkk. (2022) mengkaji tanggung jawab orang tua terhadap anak setelah perceraian melalui studi
putusan pengadilan.

Selain persoalan ekonomi, kondisi emosional anak juga menjadi tantangan dalam pelaksanaan
kafalah. Kesedihan, kebingungan, dan berkurangnya motivasi dapat memengaruhi keterlibatan anak
dalam kegiatan pendidikan. Pengurus pesantren mengamati bahwa sebagian santri mengalami
penurunan konsentrasi belajar ketika menghadapi persoalan perceraian orang tua.

Kondisi tersebut memperlihatkan bahwa pemenuhan kebutuhan material saja belum cukup
untuk menjamin kesejahteraan anak. Anak juga membutuhkan komunikasi, perhatian, pendampingan,
dan dukungan emosional dari orang tua serta lingkungan tempat tinggalnya. Kajian Agustina (2023)
mengenai pemenuhan hak anak melalui hubungan pascaperceraian dan penelitian Gitowardojo dan
Widagdo (2022) mengenai hak anak untuk bertemu orang tua memperlihatkan pentingnya
keberlanjutan hubungan orang tua dan anak setelah perceraian.

Oleh karena itu, pelaksanaan kafalah memerlukan koordinasi antara orang tua dan pesantren.
Orang tua perlu menjaga komunikasi dengan anak dan pihak pesantren, sedangkan pesantren perlu
menyampaikan perkembangan anak secara proporsional kepada orang tua. Koordinasi tersebut
penting agar kebutuhan anak dapat diketahui dan ditangani sesuai dengan kondisi masing-masing.

4. Analisis Pola Kafalah Anak Perspektif Magasid Syariah

Magqasid Syariah merupakan pendekatan yang menempatkan kemaslahatan manusia sebagai
tujuan utama syariat. Al-Ghazali menjelaskan bahwa kemaslahatan berkaitan dengan perlindungan
terhadap lima unsur pokok kehidupan manusia. Pemikiran tersebut kemudian dikembangkan secara
sistematis oleh al-Syatibi melalui konsep al-kulliyyat al-khams, yaitu perlindungan agama, jiwa, akal,
keturunan, dan harta (Al-Ghazali, 1993; Al-Syatibi, 1997).

Al-Syatibi juga membagi kebutuhan manusia ke dalam tiga tingkatan, yaitu dharuriyyat,
hajiyyat, dan tahsiniyyat. Tingkatan dharuriyyat berkaitan dengan kebutuhan mendasar yang harus
dipenuhi untuk menjaga keberlangsungan kehidupan. Sementara itu, hajiyyat berfungsi
menghilangkan kesulitan, sedangkan tahsiniyyat berkaitan dengan penyempurnaan kehidupan
manusia (Al-Syatibi, 1997; Al-Raysuni, 1995).

Dalam penelitian ini, analisis difokuskan pada empat aspek Maqasid Syariah yang memiliki
hubungan langsung dengan pemenuhan kebutuhan dan perlindungan anak.

a. Hifz al-Nasl (Perlindungan Keturunan)

Hifz al-nasl berkaitan dengan perlindungan terhadap keberlangsungan keturunan dan
pemeliharaan hubungan keluarga. Dalam konteks penelitian ini, perlindungan keturunan tercermin
melalui keberlanjutan tanggung jawab ayah dan ibu terhadap anak meskipun hubungan perkawinan

telah berakhir.
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Temuan penelitian menunjukkan bahwa orang tua tetap berupaya memberikan perhatian,
memenuhi kebutuhan, menjaga komunikasi, dan memberikan nasihat kepada anak. Keterlibatan
tersebut memperlihatkan bahwa perceraian tidak menghapus hubungan tanggung jawab antara orang
tua dan anak.

Dalam perspektif Maqgasid Syariah, keberlanjutan hubungan tersebut memiliki arti penting
karena anak tetap membutuhkan dukungan keluarga dalam proses pertumbuhan dan
perkembangannya. Oleh sebab itu, perlindungan keturunan tidak hanya berkaitan dengan
keberlangsungan nasab, tetapi juga perlu diwujudkan melalui pemeliharaan hubungan dan tanggung
jawab terhadap anak (Al-Syatibi, 1997; Ibn ‘Ashur, 2001).

b. Hifz al-Nafs (Perlindungan Jiwa)

Hifz al-nafs bertujuan menjaga keselamatan dan keberlangsungan hidup manusia. Dalam
konteks pemeliharaan anak, prinsip ini berkaitan dengan pemenuhan kebutuhan dasar, perlindungan
fisik, serta perhatian terhadap kondisi emosional anak.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa orang tua berupaya memenuhi kebutuhan sehari-hari,
sedangkan pesantren memberikan pengawasan dan pendampingan selama anak berada di lingkungan
pesantren. Kegiatan keagamaan dan dukungan sosial juga menjadi bagian dari upaya membantu santri
menjalani proses adaptasi setelah menghadapi perubahan dalam kehidupan keluarga.

Namun, masih ditemukan kondisi emosional berupa kesedihan, kebingungan, dan penurunan
motivasi pada sebagian santri. Hal tersebut menunjukkan bahwa perlindungan jiwa belum sepenuhnya
optimal. Dengan demikian, pemenuhan kebutuhan fisik perlu disertai perhatian terhadap kondisi
emosional dan kebutuhan pendampingan anak (Al-Ghazali, 1993; Al-Khadimi, 2001).

c. Hifz al-‘Aql (Perlindungan Akal)

Hifz al-‘aql berkaitan dengan perlindungan terhadap kemampuan berpikir, pendidikan, dan
perkembangan intelektual manusia. Dalam penelitian ini, aspek tersebut terlihat melalui keberlanjutan
pendidikan anak di pesantren, kegiatan pembelajaran, pembinaan keagamaan, serta pendampingan
belajar.

Orang tua memberikan dukungan melalui pemenuhan biaya pendidikan dan kebutuhan
sekolah, sedangkan pesantren menyediakan lingkungan pendidikan dan pengawasan terhadap
kegiatan belajar santri. Keduanya memiliki kontribusi yang saling melengkapi dalam menjaga
keberlangsungan pendidikan anak.

Meskipun demikian, hasil penelitian menunjukkan adanya penurunan konsentrasi belajar
pada sebagian santri yang mengalami persoalan keluarga. Kondisi tersebut menjadi perhatian karena
tekanan emosional dapat beriringan dengan kesulitan anak dalam mengikuti kegiatan pendidikan.
Oleh sebab itu, perlindungan akal tidak cukup diwujudkan melalui ketersediaan fasilitas pendidikan,
tetapi juga memerlukan pendampingan dan perhatian terhadap kondisi anak selama proses belajar
(Al-Syatibi, 1997; Al-Khadimi, 2001; Afharrozi, 2024).

d. Hifz al-Mal (Perlindungan Harta)

Hifz al-mal berkaitan dengan perlindungan terhadap harta dan pemenuhan kebutuhan

material manusia. Dalam konteks penelitian ini, aspek tersebut tampak melalui upaya orang tua
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memenuhi biaya pendidikan, kebutuhan pesantren, perlengkapan sekolah, uang saku, dan kebutuhan
sehari-hari anak.

Temuan penelitian menunjukkan bahwa pemenuhan kebutuhan material masih menghadapi
kendala berupa keterbatasan ekonomi dan keterlambatan pemberian biaya. Kondisi tersebut dapat
memengaruhi pemenuhan kebutuhan anak apabila tidak ditangani melalui komunikasi dan koordinasi
antara orang tua dengan pesantren.

Dalam perspektif Maqasid Syariah, pemenuhan kebutuhan material merupakan bagian dari
upaya menjaga kemaslahatan anak. Oleh karena itu, orang tua perlu melaksanakan tanggung jawab
sesuai kemampuan dan kondisi masing-masing, sementara pesantren dapat membantu
mengidentifikasi kebutuhan anak selama berada di lingkungan pendidikan (Al-Ghazali, 1993; Al-
Syatibi, 1997; Al-Khadimi, 2001).

5. Sintesis Pembagian Tanggung Jawab Orang Tua dan Pesantren

Berdasarkan hasil penelitian dan analisis Maqasid Syariah, pola kafalah anak pascaperceraian
di Pondok Pesantren Nurul Qarnain memperlihatkan pembagian tanggung jawab yang bersifat
komplementer. Orang tua tetap menjadi pihak yang bertanggung jawab terhadap pemenuhan
kebutuhan dan Kkeberlanjutan hubungan keluarga, sedangkan pesantren menjalankan fungsi
pendidikan, pengawasan, pembinaan, dan pendampingan selama anak tinggal di lingkungan pesantren.

Pembagian tersebut dapat dipahami melalui empat aspek Maqasid Syariah. Pemeliharaan
hubungan orang tua dengan anak berkaitan dengan hifz al-nasl. Pemenuhan kebutuhan dasar dan
dukungan emosional berkaitan dengan hifz al-nafs. Keberlanjutan pendidikan dan pendampingan
belajar berkaitan dengan hifz al-‘agl. Sementara itu, pemenuhan biaya pendidikan dan kebutuhan
sehari-hari berkaitan dengan hifz al-mal.

Dengan demikian, keberadaan pesantren menjadi faktor pendukung dalam pemenuhan
kebutuhan anak pascaperceraian. Namun, dukungan tersebut tidak dapat dipahami sebagai pengalihan
tanggung jawab orang tua kepada pesantren. Keduanya memiliki kedudukan dan fungsi yang berbeda,
tetapi dapat bekerja sama untuk menjaga kemaslahatan anak.

Penutup

Pola kafalah anak pascaperceraian antara orang tua dan Pondok Pesantren Nurul Qarnain
dilaksanakan melalui pembagian tanggung jawab sesuai dengan kedudukan dan fungsi masing-masing
pihak. Orang tua tetap berupaya memenuhi kebutuhan material, biaya pendidikan, perlengkapan anak,
serta memberikan perhatian, komunikasi, nasihat, dan motivasi. Sementara itu, pesantren berperan
dalam pendidikan, pengawasan, pembinaan keagamaan, pendampingan, serta dukungan sosial dan
emosional selama anak berada di lingkungan pesantren.

Dalam perspektif Maqasid Syariah, pola tersebut berkaitan dengan empat tujuan
perlindungan, yaitu hifz al-nas], hifz al-nafs, hifz al-‘aql, dan hifz al-mal. Meskipun pembagian tanggung
jawab telah berjalan, pelaksanaannya masih menghadapi kendala berupa keterbatasan ekonomi,
keterlambatan pemenuhan kebutuhan, serta kondisi emosional dan penurunan konsentrasi belajar

pada sebagian santri.
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Penelitian ini menegaskan bahwa pesantren berperan sebagai lingkungan pendukung dalam
pemenuhan kebutuhan dan perlindungan anak pascaperceraian. Peran tersebut tidak menggantikan
tanggung jawab orang tua, melainkan melengkapi pelaksanaan pengasuhan melalui pendidikan,
pengawasan, pembinaan, dan pendampingan. Oleh karena itu, koordinasi dan komunikasi antara orang
tua dan pesantren perlu dijaga agar kepentingan serta kemaslahatan anak dapat terpenuhi secara
berkelanjutan.
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